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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG KESEJAHTERAAN APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kinerja

5

dan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat diselenggarakan fasilitasi
kesejateraan aparatur dengan ditetapkannya Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

bahwa untuk penyelarasan dengan peraturan
perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70
Tahun 2018 sebagaimana = dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun
2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadan Haji dan Umrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6340);

/



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6718);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018
tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 70);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019
tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor
75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor 64)

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021
tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 70 TAHUN
2018 TENTANG KESEJAHTERAAN APARATUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 70), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah dan ayat (5) Pasal 14

dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Dalam rangka meningkatkan jiwa kewirausahaan di
kalangan Aparatur, dilaksanakan pembekalan
kewirausahaan.

(2) Pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan.

(3) Aparatur yang akan mengikuti pembekalan
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menyampaikan proposal rintisan usaha.



(4) Aparatur yang telah mengikuti pembekalan
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat diberikan sertifikat dan/atau surat
keterangan.

(5) Dihapus.
2. Pasal 15 dihapus.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Setiap Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran
untuk kesejahteraan Aparatur, kecuali biaya fasilitasi
peningkatan mental spiritual dan biaya fasilitasi
pembekalan kewirausahaan.

(2) Biaya yang diperlukan untuk kesejahteraan Aparatur
dibebankan pada APBD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
gada tanggal 29 Jumi 2022

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

MERR@TARIS DAERAH PROVINSI

S % JAWA BARAT,
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